
I SALINAN I

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR56 TAHUN2021

TENTANG

PEDOMANPELAKSANAAN
PENETAPANDANPENEGASANBATASDESAjKELURAHAN

DI KABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan,
memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap
batas wilayah suatu DesajKelurahan, diperlukan
penetapan dan penegasan batas DesajKelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
40 ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan
dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan
Penegasan Batas DesajKe1urahan di Kabupaten
Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana te1ah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang 2
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4. Undang-l]ndaI"l? /N0nl0r.' 23 Tahun 2014 tentang
Pemerin1Jhan'.P~~iah'" (LeIT,lbaran Negara Republik
Indom~sia TanUnlf814 NoIllor244, .Tambahan Lembaran
Negara ~~P~E!~*Ih~8n~sil;';"~?nl0r55~7) s,eb~gaim~a te1ah
beberapa l{~i\ia,ii}.l:ia.nterakliir de~gan Undang-Undang
Nomori Q,q:'ah~lllt.()J,~ten~aI1gPerubahan Kedua Atas
Und?llg:':U;ridan&i<]'.l"orn.or. ,.23 • .Tahun .'2014 tentang
PellleriIl.~~; .••.;,g~~.r;an(~rItl?aIan. 1'!egara Republik
Indonesia;,tahu~t()15 NoriJ.6r58, Tambahan Lembaran
Negara.Repu111ik'JridbnesiaNornor5679);

5. Un~angjVndan? <NpIl.'lpr '30. Tahun 2014 tentang
Admitli~tI-~s,i~~:rJ:l~r~ntahan.'.(LemlJ~an Negara Republik
Indonesiq'tanun:,20 14.N()mor;292; Tambahan Lembaran
Negara ,Republikln.donesia Ncnllor5601);

6. Peratl;iran:genl~ryJt.ta1l. Nomor 4.3 Tahun 2014 tentang
Peratu.ran:.~~l~~llriaan ,Undang-Undang Nomor 6 Tahun
20 1~(Lemparair'~9gro:-a ~epu,blik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Ti:unPahan.' Lembaran .Negara Republik
IndoriesiaNomor'g~,~9) sepagaimana telah diubah dengan
PeraturClJ:lPerp.~PIltati]'.l"0IJ:lpr47 Tahun 2015 tentang
PerubahanAtCl~"i~er~Furan,.Pel:Ilerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentaP,g,pc::r~Kiratl Pel!Jksanaan .Undang-undang
Nomor6, T~4tli"2014(~mqaran Negara Republik
Indonesia Tahl.1I"lg015 NomorI57, Tambahan Lembaran
Negara~epubliK;Jndon<::s,iaNomor 5717);

7. Per~tur:mPem9PNan Nom()r 18 Tahun 2016 tentang
Perangkatbaer8li;'(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2016.Nomorl14, Tambahan Lembaran Negara
Republik ;.ilnd6nesi.a .Nqmor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan A1f.ls}I>9nl.turanPemerintah Nomor 18 Tahun
2016 t~ntang .,.'p~X;;ngkat Daenih (Lembaran Negara
Republik Itldo~esi~, Tanlln g()19. Nomor 187, Tambahan
LembatanNegara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan PetI!~riIl.taQNoglOr 17 Tanun 2018 tentang
Kecamatan(LeIll1:>l3IanN~g~a. Republik Indonesia Tahun
2018 "Nomor.'..73l TaJUbahanLembaran Negara Republik

, .. '.;., .. ;-.1>,.:,:,',: 1",- J. .

Indonesia Nomor6206);

9. Peraturan, P¥~siden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perc~pa!atlgelai<:~~qfl.nKebij8kan Satu Peta pada Tingkat
KetditiaI1LP~ta;iSJfaJ~l:'~O~()OO(IJetnbaranNegara Republik
Indonesia J'ahun2016 Nomor 28);

10. Per~hlraI1, Mert~I"iI)aI,am Neg;eriNomor 45 Tahun 2016
tentang' Ped,0rn;;u1.,Penetapandan Penegasan Batas Desa
(Berita Negara RepU:blik Indonesia tahun 2016 Nomor
1038);

11. Peraturan' '1v1etl~~ri.Da,Iam1'!c::gc::riNomor 141 Tahun 2017
tentang' ~en~gl:lsari'Baias .,[)aerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahiu1201B MOII).or79);

12. Peraturan 3
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPELAKSANAAN
PENETAPANDAN PENEGASANBATASDESA/KELURAHAN
DI KABUPATENMAJALENGKA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah

Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam menye1enggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari
Daerah yang dipimpin oleh CamaL

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonom Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, danl atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintaha Desa.

9. Badan 4
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9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan waleildari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara Demokratis.

10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecarnatan sebagai perangkat
Kecarnatan.

11.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa
batas alarn j batas buatan.

12.Batas alarn adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai,
danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai,
danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas
Desa.

13.Batas buatan adalah un sur-un sur buatan manusia seperti pilar batas,jalan,
rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau
ditetapkan sebagai batas Desa.

14.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa
yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada
permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alarn seperti igirjpunggung
gunungjpegunungan, median sungai danjatau unsur buatan dilapangan
yang dituangkan dalarn bentuk peta.

15.Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara
kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.

16.Metode kartometrik adalah penelusuranjpenarikan garis batas pada peta
kerja dan pengukuranjperhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas
calrupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial
lainnya sebagai pendukung.

17.Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas
Desa yang dapat dilalrukan dengan metode kartometrik danj atau survey
dilapangan, yang dituangkan dalarn bentuk peta batas dengan daftar titik-
titik koordinat batas Desa.

18.Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alarn danjatau
buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digarnbarkan pada suatu
bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

19. Peta Penegasan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil
penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

20. Citra adalah garnbaran permukaan bumi dalarn bentuk digital atau cetak
yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana
angkasajluar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa
awak, atau wahana angkasajluar angkasa lainnya, serta wahana darat
seperti karnera teristis, lasser scanner dan wahana darat lainnya.

21. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan
jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

22. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur
lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

23. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang menliputi pengukuran
(pengarnbilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran),
penggarnbaran (penyajian informasi hasil ukur dan perhitungan), untuk
kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS),polygon, situasi detil,
waterpass dan penarnpang melintang dan memanjang pada
penyelenggaraan batas Desa.

24. Tim 5
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Pasal2

1
,',"~::
e
:{

24. TimPenetapan dan Penegasan':"B~t1:l.~p~sial~eluI"l:l.han,yang selanjutnya
disbut Tim PPB' Desa!Kel"llra1l,~;fl-Ciaiah.'.Tin:yflng "akan melaksanakan
proses penetapan dan penegas~,'B1:l.taSDesajKelurahan di Daerah.

25. Kelompok.£(erjaTekni~,p~Qet~~~!;'~~p~n~g~sap B~tas Desa!Kelurahan
yang selanjutnya; d~se91l,t'P6~j8,J,,!~~eIwis,BP13Desa!Kelurahan adalah
Ke~~inp?kkerja yai]g9-tpeiitu~~"llg~1<:1wen:p~tq.kegiatan teknis Tim PPB
Desa!Kelurahan dalatp ,prosesperietap~,. dan penegasan Batas
Desa!Kelurahan diDaerah.

Bl\B II ,
Ml\KSUDDANTUJUl\N

I
". . .',

Peraturan Bupatiini 4imak~l.l.dkap~~b,a~~;idas¥"hukumdap pedoman teknis
pelaksanaan Penetapan dan Penegasan' Batas Desa!Kelurahan di wilayah
Daerah. '

Pasal3

Peraturan 13upati ber1:Lljlla,n,untllkr,n:e,wuj1l4k¥J:,tertib, administrasi dan
kepastian h~kum terhadap batasWiiayahD'~~~!K~lurahari sebagai bagian dari
wilayah Daerah. .

Bl\B III
RUl\NGLINGKUP

Pasal4

Ruang Lingkup PengaturanPeraturap Bupati, ini meliputi :
a. Pembenwkan Tim PPB;DesajX~h;rahan;
b. Tata Cara,Penetapan dan,Pene,gas~ Batas Desa!Kelurahan;
c. Pengesahan Batas, De~a!~elllrah8.l};
d. Mekanisme Penyelesman' S~rigk~t~;Batas Desaj Kelurahan;
e. Peinbiayaan;
f. Monitoring,dan Evaluasi; dan
g. Pembiriaan dan Pengawasan.

BAB,N
PEMBENTUKl\NTIMPE]\j"ETAPl\NDl\N'PENEGl\Sl\NBl\Tl\S

DESl\iKELURl\Hl\N

Pasal5

(1) Uqtuk melaksanakan" kegililtap';'igyne~pan ",'dan Penegasan Batas
Desa!Kelurahan, dibentuk Tim PPJ3DesajKelurahan.

(2) Susunan keanggotaan Tim PPB DesajKelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas :
a. Ketua Bupati;
b. Wakil Ketua : Sekretaris Dayrah;

c. l\nggota 6
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1. Asist~n." S.ekretaris Daerah yang membidangi
pemerintfll:1an;

2. Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan
Desa.; .>

3. KePal~~~W~JJlH~kup;
4. PejaB~:.t..iBWi2.S~U4avgerangkat Daerah dan/ atau

iristal}si~,p~ni.eritl1:alfan\terkait.lainnya;
5. C~~td.~/ata-u'Per?rigkat Kecamatan;
6. KePW~h;tBesa/Lurah . danl atau perangkat

l)ese%!)~l~!:ahap;dan
7. Tokoh.Masyarakat.

(3) TimPPBDesa/Kelurah.ap sebagrowariadimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
unsur Pokja Teknis PPBDesa/Kelurahan.

(4) Tim PPBDesa/Kelurahl3ll sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. .

Pasal6

Tim PPB Desa/Kelurahan sebagainlapa,di:rn,gksud dalam Pasal 5 ayat (1)
mempunyaitugas dan weweIlang sebagai.berikut:
a. menginventarisasi dasar huImni' t~rfulistrlaupun sumber hukum lainnya

yang berkaitan dengan .batas Des~/Kehirahan; .
b. melakukan pengkajian terhadap';qa.~ar, ukum tertulis maupun sumber

hukum lain untuk trlenel1tuken;g~sbatasist':mentara di atas peta;
c. merencanakan dan nielakSarlakan penetapan dan penegasan batas

Desa/Kelurahan; .
d. melakukan supemSl teknis/lapangan dalam penegasan batas

DesajKelurahan; .
e. melaksanakan sosialisasi penetap~rdaJ} Repegfsan batas Desa/Kelurahan;
f. mengusulkan dUkungan q811a.:cl~~ Ahggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah untukpelaksanaan penetapan da penegasan batas
Desa/Kelurahan;

g. melakukan konsultasi, koordinasidan kerjasama dengan lembaga teknis
atau instansi terkait; .

h. fasilitasikegiatan p.Rneta.Pan,qatl}J~~t':gasa,n.batasl,)esa s~cara mandiri atas
usulan/ inisietifDesa itu. S~tlcliiidap sumber .pembiayaannya berasal dari
Anggara;n..Pendapatan,dap Belanj:;tDesa.yangbersangkutan; dan

1. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan
kepada Bupati.

BABV
TATJ\CARA

PENETAPANDANPENEGASANBATASDESA/KELURAHAN

Pasal 7

Tata cara penetapan Batas I>esa/Kelu,rahan dilakukan melalui tahapan :
a. penelitian'd?ku~etl;. .
b. penentuan peta das~'yangdipakaj;'dan
c. deliniasi garis batas secara kartbmetrik di atas peta dasar.

Pasal 8 7
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Pasal8

(1) Tata cara penegasanBatas Desa-lKylurahan dilakukan melalui tahapan :

a. pengumpulan dan penelitiand()kumen;

b. pembuatan peta keIja;
~ . ,

c. pelacakan dan penertuanpo~isipatas;

.d. pemasangan dan pbi.gukuranpilar batas; dan

e. pembuatan petabata~ Desa/Kei-urahan.

(2) Penegasan Batas DesajKyl;p-rah~~ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan. berdasarkan pnr,}siP:-pri,nsip'gebdesi.

(3) Penegasan Batas :DesajI}e1ural1.anselJagaiIllana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita. acara kesepakatan. antar DesajKelurahan yang
berbatasan.

Pasal9

Tata Cara Penetapan dan.'penegasllll" Batas De~ajKelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74fUlPa~818;:sesaradetail tyrcantllm dalam Lampiran
yang merupakan bagiantidak terpisahkan daiiPeraturan Bupati ini.

BABVI
PENGESAHANBATAsDESAjKELURAHAN

Pasal10

(1) DesajKelurahan yang telal1.myl~kanpenetapan dan penegasan Batas
DesajKelunilian mernbuatByri~ Acara Kesepakatan Bersama antar
DesajKelurahan yang berblitasan.' dan disaksikan oleh Tim PPB
Desajke1urahan.

(2) Berita Acara 'Kesepakatan Bers8flla~ebagaima11a dimaksud pada ayat (1),
besertaJaIIlpiran peta'Batas DesajKelur8han aisampaikan kepada Bupati
me1aluiTim PPBDesajKe1urahan.

(3) Pilar Batas dan Peta.~f1-ta;,:>pe~a/,~elurahaIlwangtelah diverifikasi9leh Tim
PPB Desajkeiurahan" dan qiseW,jui>oleh KepalaDesajLurah yang
berbatasan'diserahkan.untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

(4) PengesahanBatas DesajKe~un~.hansebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

BABVII
MEKANISMEPENYELESAIANSENGKETA

Pasal11

(1) Sengketa Batas DesajKe1urahan ant~ l)esajKelurahan dalam satu
Kecamatan, dise1esaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.

(2)Sengketa 8
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(2) SengkeDi Batas DesajKel~rahan ,antar DesajKelurahan. pada Kecamatan
yang berbeda, diselesaikan secani. musyawarah yang difasilitasi oleh Tim
PPBDesa/Kelurahan di tingkat Kabupaten.

(3) Apabila upaya penyelesaian seqllgcrimana,dim~sud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak tercapai, J:Ilakapenyele,~~ann~a ditetapkan oleh Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sengketa Batas DesajKelurahllll,antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan
dan Kabupaten yang 'berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang
difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di tingkat
Provinsi.

(5) Perselisihan Batas DesajKelurah,anantar DesajKelurahan pada Kecamatan
dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara
musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas
Desa di tingkat Pusat.

(6) Apabila upaya penyelesai~ sl?bagaimana dimaksudpacia ayat (1), ayat (2),
ayat (3),ayat (4)dan (5)tidak tercapai, maka penyele~aiannya dilaksanakan
berdasarkan pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

BABVIII
PEMBIAYAAN

Pasal12

Pelaksanaan kegiatan Penetapan.dan Penegasan Batas DesajKelurahan
dibia,yaidari Anggaran Pendapatan d~ Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, dan sumber lain yang tidak mengikat.

BABIX
MONITORINGDANEVALUASI

Pasal13

Mo.nitoring dan evaluasipelaksanaan ,..kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas
DesajKelurahan dilakukan Tim PPBDesajKelurahan.

BABX
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal14

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas
DesajKelurahan dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawa~an sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemerintahan Desa melalui pemberian pedoman umum, bimbingan,
pelatihan dan supervisi.

BABXI 9
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BABXI
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal15

Desa yang berbatasan dengan wilayah kabupatenjkota lain, dalam proses
penetapan .dan penegasan .Batas' Desa, Tim PPB DesajKelurahan wajib
berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

Pasal16.

Desayangmengajukan pen~tapan'dan p~Ilegasan Batas Desa atas inisiatifDesa
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan
Batas Desa kepada Bupati.

BABXII
KETENTUANPERALIHAN

Pasal17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, DesajKelurahan yang telah
melaksanakan proses pene!apandan p'~negasan Batas DesajKelurahan
sebelum berla¥tinya Peraturarl Bupatiipi, dapat mefanjutkanproses penetapan
dan penegasan Batas DesajKelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Bupati ini.

BABXIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengrtahui, meIllerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini derigan meriempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal21 Oktober 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI
Diundangkan di Majalengka
pada tangg8121 Oktober 2021
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMAN'SUHERMAN
BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR56
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
~H KABUPATENMAJALENGKA,

DEDE SUPENANURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003



LAMPIRAN PERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR 56 Tahun 2021
TANGGAL 21 Oktober 2021
TENTANG PANDUANPELAKSANAANPENETAPANDAN

PENEGASANBATASDESAjKELURAHANDI
KABUPATENMAJALENGKA.

RINCIANTATACARA
PENETAPANDANPENEGASANBATAS

DESAjKELURAHANDI KABUPATENMAJALENGKA

A. PEDOMANPENETAPANDANPENEGASANBATASDESAjKELURAHAN
I. Penetapan Batas DesajKelurahan

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa yang
dilakukan secara kartometrik di atas peta yang disepakati. Proses
penetapan batas hanya berlaku untuk desa yang dibentuk setelah
Peraturan Bupati ini berlaku. Proses penetapan ini terdiri atas tiga
tahapan kegiatan, antara lain:
1. Pengumpulan dan pene1itian dokumen;
2. Pemilihan peta dasar; dan
3. Pembuatan garis batas di atas peta.

Penje1asan tahapan penetapan batas desa terse but dije1askan
padabagian dibawah ini.
a. Tahap Kesatu : Pengumpulan dan Penelitian dokumen

1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut:
a) Dokumen yuridis pembentukan desa, me1iputi Perda

Pembentukan Desa dan lain-lain;
b) Dokumen historis batas desa; dan
c) Dokumen terkait lainya

2) Mene1iti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk
mendapatkan indikasi awal garis batasjidentifikasi garis batas
de sa.

3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan pene1itian dokumen
(form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa
yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB DesajKelurahan.

b. Tahap Kedua : Pemilihan Peta Dasar
1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia

(Peta RBI) skala 1 : 5.000;
2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka

menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial
paling rendah 4 meter;

3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam
kententuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan
Batas Desa Pusat;

4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka
dapat digunakan keduanya;

5) Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan
data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital
Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainya;
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6) Pembuatan ~berita acara p~:qIilib..anpeta dasar (form. 2) yang
ditandatangani oleh masing-;:masing Kepala Desa yang
berbatasan dan disaksikan oleh/Jim PPBDesajKelurahan.

c. Tahap Ketiga : Pembuatan Garis Batas,di atas Peta
Pembuatan garis batas, yang dima),<:sudkandalam hal ini adalah
dilakukan dengan dellneasi garisbatas secara kartometrik
meliputi :
1) Pembuatan,peta kerja.

Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
2) Penarikan garis batas <i,esadiatas peta.

a. Penarikan bata~ desa dilakukan di atas peta kerja
berdasarkan doromen, hasil penelitian dan hasil klarifikasi
Tim PPBDesajKe1urahan.

b. Apabila garif)batas tidak dapat diintepretasi atau tidak dapat
dikenali di ataspet~:kerja maka digambarkan perkiraan garis
batas sementaradan diberikan catatan dalam berita acara.

3) Penentuan titik kartometrik.
Penentuan titikkaJ.'t0IIletrik d~akukan dengan proses ekstraksi
titik-titikkoordinat"berdaf)arkan. garis batas desa hasil delineasi.
Penentuan titik kartometiikdilakukan sesuai dengan spesifikasi
teknis yang telah ditentukan.

4) Pembuatan Berita Acara
Pembuatan garis' bata~ diatas peta disertai dengan pembuatan
berita acarapelaca:kanb,atas secara kartometrik (form. 4)
ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang
berbatasan dan disak~~,~anoleh Tim PPBDesajKe1urahan.

5) Penyajian peta penetapan batas desa
Spesifikasi peta penetapan batas desa sesuai dengan spesifikasi.

II. Penegasan Batas DesajKe1urahan
Penegasan b~tas desa adalah kegiatan, penentuan titik-titik

koordinat batas "desayangda:pat'dilakukag dengan metodekartometrik
danj atau surv'eydilapapgan,yanR.'dituangkan dalam bentuk peta batas
dengan daftartitik-titik;k()on:iipat.batas desa., Proses p)negasan batas
berlaku untuk de~a yang (!ibe1}tuk:f).et~lahPeraturan Bupati ini berlaku
dan juga terhadap desa' yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini
berlaku.
a. Penegasanbatasdesa untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan

Bupati ini berlaku, tahapan kegitannya meliputi :
1. Pene1itianDokumen
2. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
3. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
4. Pembuatan Peta Batas Desa
Penje1asan tahapan kegiatan penegasan batas desa untuk desa yang
dibentuk setelah Penituran Bupati ini berlaku, dije1askan pada
bagian dibaw.ahini.
a. Tahap Kesatu : Pene!itian Dokumen

Kegiatap penflitian d?ku:qI)n dilakpkan terhadap se1uruh hasil
penehipanbatas desa.;Penelitian dokumen tersebut dituangkan
dalam berita acara 'pene1itian dokumen sebagaimana (form.l)
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yang ditandatarlganic (}le~..rnasing-masing Kepala Desa yang
berbatasan dan dis~~ika:n oleh TimPPB Desa/Kelurahan.

b. Tahap Kedua : Pelaeakan dan Penentuan Posisi Batas
Pelaeakan batas desa di lapangan merupakan kegiatan
penelusuranbata,.s d~~ac seeara langsung di lapangan
menggunpkan pet~,~~silpenetapan batas desa. Penentuan posisi
batas dilapapga,p fBie'~pak,;ankegiatan menentukan posisi garis
batas dil~Patlgan' m~*gll~r. k?(}rdiJ;latbatas yang ditelusuri,
menentukan dan 'rn~l1~kUr 'koordinat patok sementara yang
merupakan titik renSan'atpeipasanganpilar. Pelaeakan garis
batas di lapangan .qn~~an .sesum.dengan spesifikasi teknis
yang ditentukan. Pe~l;l~fUlganpatok reneana pemasangan pilar
dilakukan sesuaj.'cdenganspe\'lifikasi"'teknis yang ditentukan.
Data hasil survei 'pelae8kan batas "desa diisikan sesuai dengan
form 6.
Berdasarkanhasil pela~a,k:an<danptnentuanposisi batas desa di
lapangan dibuatkan oerlci I;learahasilpelaeakan dan penentuan
posisi batas (form. 5)., dili:lJ~angan yang ditandatangani oleh
Kepala Desa yang1Je:rbat.~sahdan Tim PPB Desa/Kelurahan
sebagai saksL ]~al~ rnela,k:uk,;anpelaeakan batas desa di
lapangandilakUkan'(}lehaparat desa antara lain tokoh/pemuka
masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari
masing-masing. desa:

c. Tahap Ketiga :P~ma~~gan dan Pengukuran Pilar Batas
Pemasangan .. danpe.!}gllkuran.. .pilar batas mengaeu pada
ketentuan spesifIka~ii?:eIIlasangan danpengukuran pilar batas.
Berdasarkan hasil,perrla.~angan. dan pengukuran pilarbatas di
lapangan dibuatk8n .15eritaaeara hasil pemasangan dan
pengukuran 'pil¥' batas' (form: 8) di lapangan yang
ditandataI!gani,olell~~na.I1;lD~sa yang berbatasan dan Tim Tim
PPBDesa/ Kelurahan cse1Jagl;li,saksi.

d. Tahap Keempat: Pembuatan Peta.Batas Desa
Pembuatanpetacbatas desameIlgikuti spesifIkasi teknis tentang
SpesifikasiPeta. Peta patas .desa.difundatangani Kepala Desa
yang berba~san dan disaksikan oleh Tim penetapan dan
penegasan batas' desa.
Berdasarkan hasilPtrnbu~tan' peta batas desa di lapangan
dibuatkanberitafle~a.llasil p~mbuatan peta batas desa di
lapanganYarlg.ditaiida~ga:ni oleh Kepala Desa yang berbatasan
dan Tim PPB Desa/Kelirrahan sebagai saksL

b. Penegasan batasdesauntuk desaYan.g dibentuk sebelum Peraturan
Bupati ini berlaku, fuhapankegiatannya meliputi :
1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen;
2. Pembuatan peta kerja;
3. Pelaeakan dan Penentuan'Posisi Batas;.• ' .. ",' '..... ',:

4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas; dan
5. Pembuatan Peta Batas Desa.

. "',";

Penjelasl;llltah,apan keg~flta:npenegasan bata.s desa untuk desa yang
dibentuk sebelum Peraturan. Bupati ini berlaku, dijelaskan pada
bagian dibawah ,in~..
a. Tahap pertama : Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
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1) Mengumpulkan dokumen batas,sebagai berikut:
a. Dokumen yuriqis pC::J;Ilbentukandesa, meliputi perda

pemb~ntukan d~sa; dll;
b. Dokumen historis batas desa dan
c. Dokumen terkaitlainya

2) Meneliti dokumen yat,lg sudah dikumpulkan untuk
mendapatkan indikasi awal garis batasjidentifikasi garis
batas desa.

3) Pembuatan. berita acara. pengumpulan dan penelitian
dokumen(forIIL 1yyapg ditaildatangani oleh masing-masing
Kepala De~a yang gerbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB
DesajKeluniliari.

b. Tahap kedua: PembuatanPeta Ketja
t1Ji,:fcf.-; .c

Peta ketja untukpelleg~san batas desa untuk desa yang
dibentuk sepelU:mPiraluran Bupati ini berlaku,digunakan
untuk tahapan,pelad~an dan penentuan posisi batas.
Pembuatan >peta kex,jadilakukanberdasarkan pemilihan peta
dasar. Adapun peta pasaryang dapat digunakan adalah sebagi
berikut:
1) Petadasar.yang<:ligunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia

(Peta RBI)skala''! : 5.000;
2) Dalam hal. PetaiR}3L~kfl1a.1 : 5.000 belum tersedia maka

menggunakan,Cifra' tegak r~solusi tinggi dengan resolusi
spasial paling rendap 4 meter;

3) Spesifikasi citra tegak re~olusi tinggidiatur lebih lanjut dalam
ketentliariyapg+dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan
Batas Desa Pusat;

4) Dalam hal tersediflPeta RBI dan citra tegak resolusi tinggi
maka dapat diglmaka'n keduanya;

5) Apabila saat proses pelacakan ba,tas dibutuhkan, penarikan
garis bat~sdapat qitambah:kand~ta p~hdukung berupa peta
dan data,1ain se.pyl"ti: data DigitalJ~~levfltionModel (DEM),
Peta dasaruntulc:tpe,nyusunan iRyl}GallaDetailTata Ruang,
Peta dasarpertanahan dan peta peta lainya.

Batas yangdit::llIlp~kap.padar.nuk£ peta adalah batas indikatif
yang berasal ~~rri"h8;~iip~nelitiandokumenbatas. Tata letak peta
ketja dibuat sesum.dyngans,pesifikasi yang diatur.

c. Tahap ketiga: ~ela2akan dan Penentuan Posisi Batas
Pelacakan ba.t~s desa dilakukan dengan metode kartometrik

menggunakan petaketja. Pelact:ikan garis batas secara
kartometrik dilaku).<:an sesuai dengah spesifikasi tentang
ketentuan pelacakan d~ penentuappo~isibatas. Jika.pada saat
pelacakandenganme~~de k¥i0mefrik terdapat garis batas yang
tidak dapat di,idelltifi~a'~idanjatau,:!idakdllpat disepakati maka
diselesaikan pad~ saa:tpelacakan dilapangan.

Pelacakan.garis'g,atas. di lapangan dilakukan sesuai dengan
spesifikasiyangtel~h 'ditentukan tentang ketentuan pelacakan
dan penentuan posisi batas. Pelacakan ini dilakukan dengan
diikuti pema~ahgan. IJatok" sementara sebagai titik rencana
pemasangan pilar bata.s.Setelahpelacakan dan penentuan posisi
batas dila:kukan perbaikan garis batas hasil pelacakan.
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Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas
desa dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan
posisi batas desa (form4 dan form 5) yang ditandatangani oleh
Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Desaj Kelurahan
sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas desa di
lapangan dilakukan oleh aparat desa antara lain tokohj pemuka
masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari
masing-masing desa.

d. Tahap keempat : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu ketentuan
jenis, pemasangan dan pengukuran pilar batas.

e. Tahap kelima: Pembuatan Peta Batas Desa
Tahapan Pembuatan Peta Batas Desa meliputi :
1. Pengumpulan data data yang digunakan dalam tahap

pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan
pengukuran pilar.

2. Penyempurnaan garis batas desa sesuai hasil pengukuran
pilar batas.

3. Penyajian peta batas desa.
Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta
Batas Desa ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan
disaksikan oleh Tim PPBDesajKelurahan.

III. Prinsip Penarikan Batas

Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda
buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Penetapan dan
penegasan batas menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Menggunakan Penanda Batas Alam

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas desa
misalnya sungai, watershed dan danau. Prinsip penarikan garis
batas pada penanda batas alam antara lain sebagai berikut :
1) Sungai

Garis batas disungai merupakan garis khayaljimajiner pada
assungai danj atau tepi sungai. I1ustrasi garis batas
menggunakan penanda batas alam berupa sungai dapat dilihat
pada gambar 1.

\ ,.-c/:."

\ ,.., - .--_.---. ...••...
''--- '--

Gambar 1.Garis putus-putus berwama merah menunjukkan garis
batas pada as sungai dan wama biru menunjukkan garis batas
pada tepi sungai.

2) Watershed (Garis Pemisah Air)
Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung
menggunakan watershed. I1ustrasi garis batas menggunakan
penanda batas alam berupa watershed dapat dilihat pada
gambar 2.
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Gambar 2. Wama Hijau, Merah, dan Biru merupakan garis
watershed. Garis watershed yang akan digunakan sebagai batas
merupakan hasil kesepakatan antar kedua desa nantinya.
Watershed merupakan puncak punggungan tanah yang
memisahkan dua sungai yang berdekatan. Pada gambar 2 dapat
dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah
garis putus-putus watershed B yang ditunjukkan pada warna
merah. Watershed yang terputus dihubungkan dengan garis
lurus atau disepakati bersama.

3) DanaujKawah
a) Jika seluruh danaujkawah masuk kesalah satu daerah,

maka tepi danaujkawah menjadi batas antara dua daerah.
Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.

Vesa E

Gambar 3. merupakan kondisi garis batas dimana seluruh
danau/ kawah masuk kesalah satu desa.

b) Jika garis batas memotong danaujkawah, maka garis batas
pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan
antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan
garis batas dengan tepi danaujkawah.

c) Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah
maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada
danaujkawah (titik simpul) secara kartometrik.

d) Metodeyang digunakan adalah metode garis tengahj median
line atau metode lain yang disepakati oleh desa yang
berbatasan. I1ustrasi pada gambar 4 menjadi contoh
penarikan batas desa yang membagi danau dengan metode
garis tengah.
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a

Gambar4.

b

a. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode
sama jarak dan disepakati oleh pihak desa terletak di garis
tengah danau dan membagi danau menjadi 3.

b. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode
sama jarak dan disepakati oleh pihak desa terletak di garis
tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3.

b. Menggunakan Penanda Batas Buatan
Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas desa
antara lain: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan kanal. Untuk
batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat
digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda batas wilayah
antara dua desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa yang
berbatasan.

1) Jalan

a) As Jalan
Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan sebagai tanda
batas sesuai kesepakatan antara dua desa yang berbatasan.
Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan
serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan
dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara
kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang pilar acuan
batas utama (PABU).

a. b.

Gambar 5 a. Titik perpotongan batas yang berada pada
pertigaan jalan dilakukan pemberian titik
kartometrik atau,

b. Jika disepakati dapat dipasang PARU
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b) Tepi Jalan atau bahu jalan
Untuk batas jalan dapat digunakan tepi jalan sebagai tanda
batas sesuai kesepakatan antara dua desa yang berbatasan.
Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan
serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan
dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas seeara
kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang Pilar Batas
Utama (PBU).

a. b.

Gambar 6 a. Titik perpotongan batas yang berada pada
pertigaan jalan dilakukan pemberian titik
karlometrik atau,

b. Jika disepakati dapat dipasang PBU

2) Jalan Kereta Api
Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sarna dengan
penetapan/pemasangan tanda batas padajalan (lihat Garnbar 7).

Gambar 7. Jalan Kereta Api Sebagai Batas Desa

3) Saluran Irigasi
Untuk saluran Ingasi prinsip penegasan batas sarna dengan
prinsip penegasan batas pada sungai.

IV. Ketentuan Pelaeakan Dan Penentuan Posisi Batas
a. Pelaeakan Garis Batas di Lapangan

1) Pengukuran garis batas di lapangan dilakukan dengan
menyusuri perkiraan garis batas menggunakan GNSS (minimal)
single frekuensi dengan target ketelitian < 2 meter;

2) Pengukuran garis batas menggunakan metode diferensial, terikat
dengan Titik kontrol geodesi;

3) Titik kontrol geodesiyang dapat digunakan antara lain Titik Orde
0, Titik Orde 1, Titik Orde 2, Titik Orde 3, CORSdanl atau Titik
Referensi tarnbahan;

4) Hasil pelaeakan menggunakan GNSS menghasilkan data garis
batas digital dengan data attribute disesuaikan dengan format
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feature Katalog Unsur Geografi Indonesia yang berlaku secara
nasional.

b. Pelaeakan Garis Batas seearaKartomertrik. .. .. 'to

l)Penarikan gari~ t>l:l.ta~d.ilakukan secara langsung di atas peta
kelja berd~sat:*an ~t':~~Ii~~1:a.Il,desa yang berbatasan dengan
mempertimbangkan iriformasi dari tokoh adat dan masyarakat
desa;

2) Jika garisb~ta~,t!clak,~l:iPlltdiintepretasidi atas peta kelja maka
dapat menggunakan:b~.ty~ peta kelja digitalyang ditayangkan
pada layar moriitorj proyektor;

3) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital
yang ter-'georefrensi untuk dijadikan dasar dalam digitalisasi
garis batas; .

4) Melakukan digitalisasi garis batas yang sudah digambarkan
pada petakelja;

5) Melaksanakah ,pengisian datq qttribut(! garis batas desa sesuai
dengan formaffeatureKatalogUnsur GeografiIndonesia;

. c. Penentuan Titik Kartometrik
1) Penentuan titik kartorhe~k secara langsung di atas peta kelja.

2) Apabila garis batas tid~ dapat diiqtepretasi di atas peta kelja
maka dapat rrien~ii~lll; bllPtUllll peta kelja digital yang
ditayangkan padalayar monitor/proyektor;

3)Pemilihan titik-titi~ B~~s pada obyek-obyek yang mudah
dikenali. UntUkobyek"(piisalsungai atllujalan) yang lurns hanya
dibuat"pada ujuilg-'ujung' segm~n (persimpangan atau belokan
jalanatau sungai);

4) Pada titik awal dan, akhir batas dengan desa yang saling
berbatasan diberikan' tanda masing-masing satu titik
kartometrik; .

5) Setiap pergantian jellisbatas dari batas alam ke batas buatan
atau sebaliknya di berik%mtitik kartometrik;

6) Dilakukan 'pemindaiah peta kerja dengan hasil format digital
yang ter-georerrensi untuk dijadikan dasar dalam ekstraksi titik
kartometrik;

7) Penamaantitikkartom~trik dalam basis data menggabungkan
antara. singkatan titik;kartometrikjTK (sebagai jenis titik), kode
wilayah dan nomor urut titik kartoIiletrik.

Contoh:
1) Desa dalam satu kecamatan:

.",;: .. -'C.:;;;:."" '";',L" '",: ..,.;,

I
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Keterangan:

: :kode WT(a}'llh :kal:l!lpaXen1Iwta

:'!:"n:Je'~.dIit}'Ji.'"J'!';e=rr,~ ".:e1)o;:n:J!

t~~~t :::~~:eiltB2{ifud~ lhel~tfulI.te

I ;('Q01~.f :: mnTcrrfiiiR\~a\futnetiP

CATATAN: Kode wilayah berdasarkan Peraturan Menteri
Da1arrlN'egeritentang Kode dan Data Wilayah
yal;1gterbartl dan berlaku. Wilayah ke (1 atau 2)
ada1ah kecamatanj. desaj ke1urahan
berdasarkan urutan angka kode wilayah.

d. Penentuan TitikRencanaPemasanganPilar
1) Penentuan titik rencana pemasangan. pilar dapat dilakukan

bersamaan dengan~epia1:an pengukuran garis batas.
2) Titik rencanapemasangan' pilar diwujudkan da1ambentuk patok

sementara
3) Patok sementara terbuat.daribahan kayu yangkuat, kokoh, dan

terlihat rriencolok.
4) Pengukuran koorditl~t ~yng,fka.tan titik renc~a pemasangan

pilar dengan GNSS (rhinimal)singlefrekuensi.
5) Pendokurrientasian kondisi patok sementara.

V. Ketentuan Spesifikasi Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
a. Spesifikasi Pilar Batas

1) Jenis Pilar
a) Pilar Batas,Utama (PBU),yaitu pilar batas yang dipasang

tepat pada g?[is .b~tas. Sebctgai ilustrasi, gambar 8
merupakan coritoh PBlf untuk mendeskripsikan garis batas.

Gambar 8. I1ustrasi PBU

b) Pilar Acuan Batas,lJtama(PAJ3U), yaitu .pilar batas yang
dipasang tidak tyIJa.t IJctda garis .batas. PABU tersebut
digunakan untuk:rii~ncles~psikan garis batas. Garis batas
dideskripsikan terhadap'jarak dan sudut arah dari PABU
tersebut.Seoagai ilustt:asi,.' gambar 9 merupakan contoh
PABUuntuk mendeskripsikan garis batas.
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Gainbar 9. Ilustrasi PABU

2) Bentuk D~ Ukuran
Pilar Batas Desa dalatpsatu keeamatan berukuran panjang=20
em, lebar=20 em, tinggi dari permukaan tanah=40 em dengan
kedalamaan.=75 em. ~edangkan likUran pilar batas desa antar
keeamatan mengg~m8kan aeuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedqrrian Penegasan Batas Daerah. Uraian
bentuk, ukuran,. konstruksi dan rangkaian besijtulang dapat
dilihat pada gambar 10.

j
/

.I
;

j

t<CN::;TI~!JKSI

I
.L

.-

(a)Kontruksi Pilar
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(b)Rangkaian Besi

Gambar lOa. Kontruksi Pilar, dan
b. Rangkaian Besi Pilar Tipe D

3) Bras Tablet Dan Plak
Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak.
Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan ke1engkapan
pilar seperti terlihat pada gambar 11 dan 12. Ulmran plak
tergantung pada ukutan pilar batas.

: PBU atau PABU

: ditulis nama kabupaten

: PENEGASANBATASDESA

: xxxxxx.xxxx -xxxx.xx
: MILIKNEGARA
DILARANGMERUSAKDAN
MENGGANGGUTANDAINI

Gambar 11Brass Tablet (terbuat dari kuningan)

Keterangan :
Nama
Kegiatan
Nama
Kabupaten
Jenis Pilar
Nomor Pilar
Peringatan
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BATAS DESA
UMAKLARAN - MANlETEN

-+ ~1)j<m•

Gambar 12. Plak, terbuat dari kuningan

4) Jenis Bahan/ Material
Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat pilar
batas desa adalah sebagai berikut:
e. Material Beton

• Semen
• Pasir

• Batu Peeah
• Besi Beton, diameter 6 mm

: 1 sak

: 1/6Kubik

: 'l4 Kubik
: 23 meter

f. Cetakan/ Begezting
Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 em x 400 em
dan tebal 3 em, masing-masing sebanyak: 1 buah

5) Sistem Penomoran Pilar Batas Desa
Sistem penomoran pilar batas desa mengaeu pada kode wilayah
yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri,
dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka
00001 sampai 99999, sebagai berikut:
a) Pada Batas desa dalam satu keeamatan

Cara penomoran adalah sebagai berikut:

53.0.:1-0:2-1004 - 2005 001

' J _ __ .

..----_.- -------- ------ ---_._-- .----_. --- --- --.- ---~-----.. .

; ... ~J_I~_:..~.:~~~~~1:.~i.I.;~~~_~:':~:..~~?:~::-~:.~I:~....__;
b) Batas Desa Antar Keeamatan

Cara penomoran menggunakan aeuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri ten tang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
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b. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
1) Tahapan Pemasangan Pilar

a) Kerangka pilar yang telah dibuat berdasarkan spesifikasi
pilar batas, selanjutnya dibawa kelokasi pemasangan
berdasarkan titik rencana pemasangan pilar

b) Buat lubang dengan ukuran 60 em x 60 em dengan
kedalaman 75 em

c) Lakukan pembangunan pilar menggunakan spesifikasi pilar
batas.

Ketentuan Pemasangan Pilar sebagai batasan dalam tahapan
pemasangan pilar adalah sebagai berikut:
a) Lokasi pemasangan pilar berdasarkan titik rencana

pemasangan pilar.
b) Pilar batas yang dipasang tepat pada patok sementara

selanjutnya dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai
koordinat

c) Jika titik rencana pemasangan pilar merupakan ekstraksi
koordinat dari garis hasil pelacakan batas secara kartometrik
maka harus dilakukan pelacakan lapangan menggunakan
GNSS Tipe Navigasi untuk menemukan titik rencana
pemasangan pilar di lapangan.

d) Setelah titik rencana pemasangan pilar di lapangan
ditemukan maka dilakukan pemasangan pilar batas.

2) Metode Pengukuran Pilar Batas
Pengukuran pilar batas desa dilakukan untuk memperoleh

koordinat horizontal pilar batas desa. Koordinat pilar batas desa
harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia
2013 (SRGI 2013). SRGI adalah suatu Sistem Referensi
Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Datum
geodetik yang digunakan dalam SRGI 2013 adalah World
Geodetic System 1984 (WGS84).

Pengukuran pilar batas desa dilakukan menggunakan
teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).Beberapa
teknologi GNSS yang bisa digunakan dalam pengukuran pilar
batas desa adalah Global Positioning System (GPS), Global
Navigation Satellite System (GLONNAS),GALILEO, Beidou,
IRNSS, QZSS dan lain sebagainya. Ketelitian horizontal
pengukuran pilar adalah s; 5 em.

Untuk mendapatkan koordinat horizontal yang terintegrasi
dengan SRGI 2013 maka pengukuran pilar batas desa harus
terikat dengan Jaring Kontrol Horisontal Nasional (JKHN)yang
dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).JKHNterdiri atas
stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu (CORS), titik
pengamatan geodetic periodik dan titik kontrol geodetik lainya.
Pengukuran pilar batas desa dilakukan menggunakan titik
kontrol geodetik orde-O,orde-1, orde-2 dan orde-3. Apabilajarak
titik kontrol geodetik cukup jauh dari lokasi pilar batas desa
maka dapat membuat titik referensi tambahan.
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MetodepengtJ,kur~ pilarbatas desa dijelaskan dalam
diagram sesuai gambar 13berikut:

f ~,; Pengukuran Pilar I
Balas Desa

~ J

~
r,---'':'-''---"i . I
~ Survey Slatik i

A.~--,,--_.
! . ~
~ Post:Processing Ii
! j

a
Ii

_'I"c..__ ~

I' Pengecekan
'Kelersediaanlitik It----.,I Pembualan tilik

konlrol Tidak Ada frefrensi lambahan

, !Ada ~

IpengUk~ran Pilar t . 1I Balas~~

Ii
;.~

I
"--1

Real Time ~

,I

I

i,

Gambar 13. Metode pengukuran pilar batas desa

a) Pengukuran Pila1")3atasDesa Secara Real Time
Menggunakan CaRS (Continuously Operating Reference
StationS)
CaRS adalah suatu t~kJ}ologiberbasi~ GNSS yang

berwujud se1>agaisuatu kerangka geodetik yang pada
setiap titiknya;dilengkapi 'dengan receiver yangmampu
menangkap .siriyal' dari satelif GNSS yang beroperasi
secaraipenuh,q.an k()ptinu selam;;t24 jam perhari,' 7 hari
per minggu deugan,mengumpulkan, merekam, mengirim
data dan memurigkin;kan para pengguna memanfaatkan
data dalam penyrituan posisi, baik secara real time
maupup post pro<:;essing.

Pengukuran;pilar batas desa menggunakan CaRS
secara realtirnl:i .<iapatdilakukan jika alat yang digunakan
memiliki. teknol()gi pynentua,ri posisi secara real time.
Apabila alat !yang digunakan tidak memiliki teknologi
penentuan posisi'secara r:,!altime maka penentuan posisi
menggunakan CqRS,dilakukan dengan pengolahan data
secara post processing.

Pengukuran .pilar batas desa secara real time
menggunakan\ CORSmiriimal hams terikat dengan 2
stasiun CaRS. Pengukuran pilar batas desa
menggunakan CORS ,mernbutuhkan minimal 1 buah
receiver GNSS yang bertindak sebagai rover dan
diletakkan di ata~pila1".batasdesayang akan diukur. Tata
cara untukmethperolehakses data CaRS' mengikuti
ketentuanyang tel~ diatur oleh kementerian/lembaga
yang mengelola CaRS.
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Metode Real Time Kinematik (RTK)
RTKadalah suatu system penentuan posisireal time

secara diferensial menggunakan data fase. Koordinat
hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung di
lapangan tanpa melalui proses pengolahan secara post
processing. Metode RTKdigunakan apabila pada wilayah
pengukuran tidak terdapat stasiun CaRS. Pengukuran
pilar batas desa dilakukan dengan menggunakan minimal
1 buah receiver GNSS yang bertindak sebagai base
station. Receiver GNSS yang bertindak sebagai base
station diletakkan di atas titik control horizontal atau titik
referensi tambahan sedangkan receiver GNSS yang
bertindak sebagai roverdiletakkan di atas pilar batas desa
yang akan diukur. Data dari receiver yang bertindak
sebagaibase station dapat dikirim ke receiver yang
bertindak sebagai rover menggunakan gelombang radio.

b) Pengukuran Pilar Batas Desa Secara Post Processing
Menggunakan CaRS (Continuously Operating Reference
Stations)
Pengukuran pilar batas desa dengan menggunakan CaRS
dapat dilakukan secara post processing. Tata cara
pengukuranya sama dengan penggunaan CaRS dalam
penentuan koordinat secarareal time. Perbedaanya
terletak pada pengolahan data yang dilakukan secara post
processing. Pengolahan data dapat dilakukan
menggunakan software pengolahan data GNSSkomersial
maupun ilmiah. Tata cara untuk memperoleh akses data
CaRS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh
kementerian/lembaga yang mengelola CaRS.
Survey Statik
Pengukuran pilar batas desa dilakukan dengan
menggunakan minimal 2 buah receiver GNSS yang
bertindak sebagai base station dan 1 buahreceiver GNSS
yang bertindak sebagai rover. Receiver GNSS yang
bertindak sebagai base station diletakkan di atas titik
control horizontal atau titik referensi tambahan
sedangkan receiver GNSS yang bertindak sebagai rover
diletakkan di atas pilar batas desa yang akan diukur.
Pengukuran pilar batas desa dapat dilakukan secara
radial ataupun jaring. Lama pengamatan disesuaikan
dengan kondisi lapangan dengan memperhitungkan
berbagai factor seperti lokasi pengukuran, konfigurasi
jaringan, dan karakteristik baseline yang mewakili
geometri pengamat; serta jumlah satelit serta lokasi dan
distribusi satelit yang mewakili geometri satelit.
Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan software
pengolahan data GNSSkomersial maupun ilmiah.

c) Pengukuran Pilar Referensi Tambahan
Titik referensi tambahan dibuat sesuai dengan spesifikasi
fisik yang telah ditentukan.

Titik referensi tambahan diukur secara differensial terikat
dengan minimal 2 buah titik kontrol horizontal (orde-O,
orde-l, orde-2 atau orde 3);
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Pengukuran titik referensi tambahan diukur
menggunakan GNSS dengan metode pengukuran static
(Dual Frekuensi);
Pengolahan data hasil pengukuran titik referensi
tambahan dapat dilakukan dengan software komersial
atau software ilmiah;

Titik referensi tambahan memiliki ketelitian honsontal <
5 em;
Spesifikasi fisik pilar titik referensi tambahan
menggunakan spesifikasi fisik pilar batas tipe D dengan
dilengkapi plak dan brass tablet sebagai identitas seperti
gambar 14.

___ •. __ lC; •••• •

Gambar 14. Pilar Refrensi Tambahan

VI. Spesifikasi Peta
a. Spesifikasi Peta Kerja

Peta kerja dibuat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1) Peta kerja disusun dengan menggunakan peta dasar danl atau
citra tegak resolusi tinggi ditambah data pendukung lain.

2) Peta kerja dibuat pada skala terkecill : 10.000 dan dicetak pada
kertas AOsesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

3) Apabila terdapat desa/kelurahan yang tidak dapat disajikan
dalam 1 lembar peta skala 1 : 10.000 ukuran AOmaka dapat
disajikan dalam beberapa lembar peta.

4) Penomoran lembar peta menggunakan perpaduan antara angka
yang mewakili kolom dan huruf yang mewakili bans seperti
gambar 15.

Gambar 15. l1ustrasi penomoran lembar peta



5) Spesifikasi peta keIja
Tabel 1. Spesifikasi Teknis Peta Penetapan Batas Desa

DaturlHonsoilta.l'
Eli soidReferensi
Sistem Proyeksi Data

4. Sistem Grid

Catatan :
Seluruh tahapan pengolahan dan penyajian informasi geospasial
dalam penetapan dan penegasan batas desa mengacu pada
sistem refrensi geospasial yangdigunakan secara nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Layout Peta KeIja

Gambar 16. Template layout peta keIja batas wilayah
administrasi desa
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('-.Keterangan gambar:
1. Judul Peta

Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta

Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri

3. NamaDesa
Menampilkan nama desa, kecamatan dan kabupaten

4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang
ditampilkarl dalam bentuk text dan garis

5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah
desa yang dipetakan
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6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi ten tang tata letak
peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan
indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta
ditampilkan apabila suatu desa disajikan dalam beberapa
NLP.

7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan ten tang proyeksi, sistem grid dan datum yang
digunakan dalam penyajian peta

8. Logodan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan
peta beserta dengan alamatnya

9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja

10. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangi oleh penjabat Kepala Desa sete1ah proses
penarikan garis batas desa.

11. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data
atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja.
Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas
peta berdasarkan uji kete1itian horisontal peta

12. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang
disajikan

13.Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek
spasial dan anotasijteks), dan layer gridjgratikul.
Simbolisasi unsurjteks dan pewarnaannya sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasij teks
disimpan sebagai feature independen dalam geodatabase.
Informasi desa yang akan dipetakan disajikan dengan
ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta.

b) Spesifikasi Peta Penetapan Batas Desa

Peta Penetapan batas desa dibuat dengan ketentuan dan
spesifikasi pada Peta kerja. Peta penetapan batas desa juga memuat
informasi daftar titik kartometrik hasil de1ineasi batasnya. Berikut
template layout Peta Penetapan Batas Desa :

J

-=:.
-<

:. ,.

.:;
"
0

u.

"

u
~~,~

Gambar 17. Layout Peta Penetapan Batas Desa
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Keterangan gambar:
1. Judul Peta

Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta

Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri

3. NamaDesa
Menampilkan nama desa, kecamatan dan kabupaten

4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang
ditampilkan dalam bentuk text dan garis

5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah
desa yang dipetakan

6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak
peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan
indeks yang te1ah disusun. Kolom petunjuk letak peta
ditampilkan apabila suatu desa disajikan dalam beberapa NLP.

7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan ten tang proyeksi, sistem grid dan datum yang
digunakan dalam penyajian peta

8. Logodan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan
peta beserta dengan alamatnya

9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta ketja

10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil de1ineasi batas
desa, berupa titik dan nilai koordinatnya.

11. Kolomtanda tangan
Peta ditandatangi oleh penjabat Kepala Desa sete1ah proses
penarikan garis batas desa.

12. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau
peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta ketja. Salah
satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta
berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan

14.Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek
spasial dan anotasijteks), dan layer gridjgratikul. Simbolisasi
unsur j teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan. Untuk unsur anotasijteks disimpan sebagai feature
independent dalam geodatabase. Informasi desa yang akan
dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh
pada muka peta dengan komposisi transparan 100% untuk desa
yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk desa yang
berbatasan dengan desa yang sedang dipetakan.
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c) Spesiftkasi Peta Batas Desa
Peta Batas DesaadalahPe1f-;ha~il proses penegasan batas desa. Peta
ini menggunakanketenmflIid~spesifikasi peta kerja, ditambahi
informasi daftar titik kartometrik dan informasi pilar batas yang
sudah terpasang di lapai:lgah.
Peta Batas Desamenggunakan template layout seperti berikut:
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Gambar 18. Layout Peta,Batas Desa

Keterangan gambar:
1. Judul Peta

Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta

Menampilkankode wilayah desa yang bersumber dari Peramran
Menteri'DalamNegeri '

3. Nama Desa
Menampilkan nama desa, kecamatan dan kabupaten

4. Orientasi Arah dan Skala Peta
MenampilkaIl taIlda petunjuk arah dan skala peta yang
ditampilk'an dalam benmk text dan garis

5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah
desa yang dipetakan

6. Pemnjuk LetakPeta
Pemnjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak
peta yang disajikan dalain beberapa lembar peta berdasarkan'
indeks yang tt~lah.;disusun. Kolom pemnjuk letak peta
ditampilkan apabila suam desa disajikan dalam beberapa NLP.

7. Proyeksi, sistem grid dan damm
Menerangkan tentangproyeksi, sistem grid dan datum yang
digunakan dalam penyajianpeta
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8. Logodan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan
peta beserta dengan alamatnya

9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja

10.Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa dan Pilar Batas Desa
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil delineasi batas
desa dan pilar batas desa yang sudah terpasang, berupa titik
kartometrik dan titik pilar beserta nilai koordinatnya.

11.Kolomtanda tangan
Peta ditandatangi oleh penjabat Kepala Desa setelah proses
penarikan garis batas desa.

12. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau
peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah
satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta
berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13.Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan

14.Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek
spasial dan anotasijteks), dan layer gridjgratikul. Simbolisasi
unsur j teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan. Untuk unsur anotasij teks disimpan sebagai feature
independen dalam geodatabase. Informasi desa yang akan
dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh
pada muka peta dengan komposisi transparan 100% untuk desa
yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk desa yang
berbatasan dengan desa yang sedang dipetakan.

VII. Spesifikasi Peta
Peta hasil penetapan batas desa dan peta hasil penegasan batas desa
yang telah diverifikasi olehTimPPBDesaj Kelurahan dan disetujui oleh
Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu
untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

VIII.Penyimpanan Dokumen Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
Seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas
wilayah desa dibuat dalam jumlah yang cukup dan harus diserahkan
kepada instansi pengelola arsip (Arsip Daerah) dan kepada Tim PPB
DesajKelurahan di tingkat KabupatenjKota, Provinsi, maupun Pusat.
a. Dokumen Untuk Desa yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini

berlaku.
Dokumen yang disimpan untuk desa yang dibentuk setelah
Peraturan Bupati ini berlaku meliputi :
1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas;
2) Data survei pelacakan dilapangan;
3) Peta Penetapan Batas Desa;
4) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan

penegasan batas desa;
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5) Peta.Batas Desa; dan
6) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa.

b. Dokumen Untuk Desa yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini
Berlaku.
Dokumen yang disimpan untuk desa yang dibentuk sebelum
Peraturan Bupati ini berlaku meliputi :
1) Peta kelja hasil pelacak:an dan pentuan posisi batas;
2) Data survei pelacakan dilapangan;
3) Berita Acara. masing-lTIasing tahapan dalam penetapan dan

penegasan ba.tas desa;

4) Peta Batas Desa; dan
5) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa.
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B. FORMATBERITAACARA
Form. 1

BERnA ACARA
PENGUMPULANDANPEN~r.,~T~Nn?()}(UM~N BATAS'DESAjKELURAHAN

PENETAPANDANf~N~G.:{\~~!'rBATAS pESAjKELURAHAN
DI KABUPATENMAJALENGKA

Nomor (1)
N0rnor (1)

Padahari ini (2) tanggal (3) bllian (4) tahun (5)
bertempat di Desa (6) Keclllllatan ..t (7), Kabupaten
Majalengka ProvinsiJawa Barat,t~!~ dilaksanakan pengumpulan dan
pene1itian .dokumen-dokumenbSlta~, antara Desa 8) dengan Desa
........................ 8) dengan ha,sil sebagai berikut:
1. Dokumen-dok:umen batasDesa (8) dengan Desa 8)

yang disepakati adalah:

a. . (9)
b. . (9)
c. dst (9)

2. Batas antara Desa (8) dengan Desa (8) melewati fitur
alamj buatan sebagai berlkut:

1. . ;(10)
2. . (10)
3. dan seterusnya

Data lebih rinci mengenaihasil pene1itian dokumentasi batas Desa Nomor :
............................ (11), terlampir.

TIM PENETAPANDANPENEGASAN BATASDESAjKELURAHAN

DESA (8) Desa (8)

1. . ;(12)
2. . (12)

1 : (12)
2 (12)

Menyetujui,

Kepala DesajLurah (8) Kepala DesajLi.lrah (8)

TIM PENETAPANDANPENEqA,~4NBATAS DESAjKELURAHAN
KABUPATEN'MAJALENGKA

.................................... (13)



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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PETUNJUKPENGISIANBERITAACARA

PENELITIANDOKUMENBATASDESAjKELURAHAN

Diisi nomor agenda Desa yang berbatasan;

Cukup je1as;

Cukup jelas;

Cukup je1as;

Cukup jelas;
Diisi nama Desa yapg berbatasan, dimana pene1itian dokumen-
dokumen batas dilakukan;

Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan;

Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang
berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya;

Diisi nama dan jenis dokumen batas Desa yang disepakati;

Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati;

Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan
dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara
sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D,
Lampiran I);
Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Desa;
contoh: No (se1UJ;~hd6kumeJ).harus diarsipkan secara baik
dan benar) Ditandatangani oleh pih*-,pihak yang terkait pada jajaran
masing-masing Desa,. tokoh masyar8kat kedua Desa;
Diisi nama jelas dan tanda 1:fmgan Perwakilan Tim PPB
DesajKelurahan Kabupaten Maja:lengka.
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Form. 2
BERITAACARA

PEMILIHANPETADASAR
PENETAPANDANPENEGASANBATASDESAjKELURAHAN

DI KABUPATENMAJALENGKA
Nomor (1)
Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5)
telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa
................ 6) Kecamatan (7) dengan Desa 6)
Kecamatan (7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. (8)
2 (8)
3. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPANDANPENEGASANBATASDESAjKELURAHAN
DESAjKELURAHAN (6) DESAjKELURAHAN (6)
1. . (9) 1. . (9)
2. . (9) 2. . (9)

Menyetujui,

KEPALADESAjLURAH (6)

.......................................... (10)

KEPALADESAjLURAH (6)

.......................................... (10)

TIM PENETAPANDANPENEGASANBATASDESAjKELURAHAN
KABUPATENMAJALENGKA

.................................... (11)

PETUNJUK PENGISIANBERITAACARA
PEMILIHANPETADASAR

PENETAPANDANPENEGASANBATASDESA/KELURAHAN

(1) Diisi nomor agenda Desa yang berbatasan;
(2) Cukup jelas;
(3) Cukup jelas;
(4) Cukup jelas;
(5) Cukup je1as;
(6) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang

berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya;
(7) Diisi nama kecamatan yang membawahi desa-desa yang berbatasan;
(8) Diisi Jenis dan Nama Peta Dasar yang disepakati;
(9) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-

masing Desa, tokoh masyarakat kedua Desa;
(10) Diisi nama Kepala Desaj Lurah desa-desa yang berbatasan;
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(11) Diisi nama jelas dail tanda tangan Perwakilan Tim PPB
DesajKelurahan Kabupaten Majalengka.

Form. 3
BERITAACARAKESEPAKATANPENETAPANBATASDESAjKELURAHAN

DI KABUPATENMAJALENGKA
Nomor (1)

esa terse uta se a2:al' en t:
..Koordinat

Nama Titik Geofaiafis UTM
(11) Buiur(12} .....' Lintang 13) X (meter) Y (meter)

00 " '", '00 " \~'" (1'4} (15)
• ! .

Pada hari ini (2)tanggal ..; (3) bulan... (4)
tahun (5) bertempat di .Desa , .
(6)Kecamatan (7).Ka):>UBaten Majalengka Provinsi Jawa
Barat telah disepakati .bata~ wilayah(.antara Desa (B)dengan
Desa B)dengan .hasil selJagaiberikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
a. . 9)

2. Cakupan Wilayah Desa ;. (6)meliputi:
a. . (10)
b. . (10)
c. . (10)
d. . ........................................• (10)

3. Deskripsi segmen batas .ant,ara. desa {B) dan
desa ; (B) ad~iili sebagai berikut:
Telah disepakati sub segmen ditnulai dari (11) mengarah ke
......... (12) mengikuti ....••...•......; (11) sampai pada (11),
lalu dilanjutkan mengarah ke (12) mengikuti (11) sampai
pada (11).
Belum disepakati~ub segmen batas dirnulai dari (11)mengarah
ke (12)mengiktiti (11) sampai pada (11),
lalu dilanjutkanrhengarah ke , (12) niengikuti (11) sampai
pada (11).

4. Daftar koordinat titikkartom~tt:i.kb~tas desa hasil dati penetapan batas
d b dalah b" "b'ku .

Garis Batas hasil penetaPatl1J~t~l;).desa ini merupakan batas indikatif
yang menjadi dasar untUk proses periegasan batas desa.

Demikian berita acara, ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
digunakan sebagaimana mestirlya.

TIMPENETAPANDAN'PENE9A~1\]\J.'13ATI'}3QE}~A./KELURAHAN
DESAjKELURAHAN (6) "DESAjKELURAHA'N (6)
1. . (16) 1. . (16)
2. . (16) 2. . (16)

Menyetujui,

KEPALADESAjLURAH (6) KEPALADESAjLURAH (6)



. ... .. .... .. .... ... .... ... ... ... ... ... .... (17)

28

.. .. ... .. .... .. .. .... .. .... ... ... ... ... ... (17)

TIMPENETAPANDANPENEGASANBATASDESA/KELURAHAN
KABUPATENMAJALENGKA

.................................... (18)

PETUNJUKPENGISIANBERITAACARAKESEPAKATAN
PETAPENETAPANBATASDESA/KELURAHAN

(1) Diisi nomar agenda kabupaten;
(2) Cukup je1as;
(3) Cukup je1as;
(4) Cukup jelas;
(5) Cukup jelas;
(6) Diisinama Desa terse but yang ditetapkan Peta Penetapan Batas

Desanya;
(7) Diisinama kecamatan desa tersebut;
(8) Diisi nama desa-desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa yang

berbatasan, harus dicantumkan semuanamadesanya;
(9) Diisi Judul Peta Penetapan Batas Desa;
(10) Diisidaftar cakupan wilayah desa tersebut yang berupa dusun dan/

atau RW;
(11) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat

dilihat pada lampiran 7;
(12) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada

detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal;
(13) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada

detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal;
(14) Diisi koordinat UTMsumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma

sebanyak 2 desimal;
(15) Diisi koordinat UTMsumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma

sebanyak 2 desimal;
(16) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran

masingmasing desa, tokoh masyarakat desa-desa yang terkait;
(17) Disetujui oleh Kepala Desa yangberbatasan;
(18) Diisi nama jelas dan tandatangan Perwakilan Tim PPB

Desa/Kelurahan Kabupaten Majalengka.
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Form. 4

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESAjKELURAHAN SECARA KARTOMETRIK

DI KABUPATEN MAJALENGKA

Pada hari ini (1) tanggal (2)bulan (3) tahun (4)
telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas
antara Desa (5) Kecamatan (6) dengan Desa
........................ 7) Kecamatan (8) dengan hasil kesepakatan
sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa
dibuat menggunakan data:
a. .. .
b. . .
c. . dst

2. Deskripsi segmen batas :
Dimulai dari (9) mengarah ke (10) mengikuti
................... (9)sampai pada (9), lalu dilanjutkan mengarah
ke (10) mengikuti (9) sampai pada (9) telah
disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan
sebagaiana mestinya.

Yang Bersepakat,

KEPALA DESAjLURAH (5)

.......................................... (11)

KEPALA DESAjLURAH (5)

.......................................... (12)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESAjKELURAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA

.................................... (13)
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PETUNJlJKP~l'{GISIAN

BERITAACARAPELACAKANBATASWIlJAYAHDESAjKELU:RAHANSECARA

KARTOMETRIKDALAl\1SATUKECAMATAN

Cukup jelas;

Cukup jelas;

Cukup je1as;

Cukup je1as;

Diisi nama desa 1yang berbatasan dengan desa 2;

Diisi nama kecamatan desa 1;
Diisi nama desa 2 yang.berbatasan dengan desa 1;

Diisi nama kecamatan desa 2;

Diisi kenampakan aIamjbuatan/lainnya;

Contoh :medianjaIanj tepijaIanj median sungaij tepi sungaij pematang
sa~ahj gangj ..... , dst;

(10) Diisi arah mata angin;

(11) Diisi wakil DesajKelurahan 1 yang berb~ltasan dengan DesajKelurahan
2.,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(12) Diisi wakil DesajKe1urahan 2 yang berbatasan dengan DesajKe1urahan
1.,

(13) Diisi nama perwakilan Tim PPB DesajKe1urahan Kabupaten MajaIengka.
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Form.S

B~~I:I'1\,!AC1\~.
PELACAKANBATASDESiYKELuRAHAN DLLAPANGAN

v ... , •...~' •• , .....•' ...~., c-',>'. ,'. (0." .,. .••••..• ' .' ••0

DIKABUPATENMAJALENGKA
Nom.or (1)

Pada hari ini (2),tanggal (3) bulan , (4) tahun (5)
bertempatdi: Desajkelurahan (6) Kecamatan (7),
Kabupaten Majalengka Provinsi, Jawa Barat, menyatakan bahwa: telah
dilakukan pelacakan batas desajkelur8han (6) di :

1. . (8)
2. . (8)
3. . (8)
4. . (8)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayusementara yang dicat warna
merah, pilar batas, dan lainnya, Data lebih rinci mengenai hasil survey
pelacakan lokasi penetapanjpemasanganpilar batas desajkelurahan, nomor :
.............................. (9). Terlampir.

TIM PENETAPANDANPENEGASANBATASDESA
DESAj KELURAHAN (10) DESAjKELURAHAN (10)
1. . (11) 1. . (11)
2. . (11) 2. . (11)

Meriyetujui,

KEPALADESAjLURAH (10)

.......................................... (12)

KEPALADESAjLURAH (10)

.......................................... (12)

TIMPENETAPANDANPEl'jE(}A~1\NI3ATASDESAjKELURAHAN
KABUPATEN'MAJALENGKA

.................................... (13)
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PETUNJUK.PENGISIAN

BERITAACARAPELACAKANj3NrAsDESA/KELURAHAN

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Diisi nomor agenda wilayali,yang berbatasan;

Cukup jelas;

Cukup jelas;

Cukup jelas;

Cukup jelas;
Diisi nama DESA yang berbatasan, dimana pilar batas terse but
dipasang;

Diisi nama KecaIllatan, dirp.an~pilgr bat~s terse but dipasang;

Diisi nama lokasi )'arl.g dilaca~,dengan menyebutkan nama
Dusun/Lingkurigan. dan riam~ bESA;
Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelaeakan Lokasi
Penetapan/Pemasangan Tanda Batas DESA; contoh No.
e •••••••.•.•.•.•.•.•.•.•••• ,

(12)

(10)

(11)

Diisi nama DESAyang ber1:)atasan;

DitaIidatangani olehpih*-;pil1¥ y~g terkait pada jajaran masing-
masing DESA, tokohma~Y~ak:at kedlia DESA;

I .", - ,

Diisi nama jelas dan taIida taIigan Kepala Desa/Lurah yang
berbatasan;

(13) Diisi nama jelasdantandat~gan ,dari Ketua dan anggota Tim PPB
Desa/Kelurahan Kabupaten'Majalerigka:
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Form. 6

DATASURVEIPELACAKANBATASDESAjKELURAHANDI LAPANGAN
Antara Desa (1)
Dengan Desa (1)

Nomor : (2)

I. Lokasi : (3)
Terletak di : Desa : j (4)

Kecamatan: j (5)
Kabupaten: MAJALENGKA
Provinsi : JAWABARAT

Survei pada tanggal
Pe1aksana survey

PetajData yang digunakan
Nomor Patok Sementara

II. Situasi:

..• .

..• .

: (9)

(6)
(7)
(7)
(8)

: (12)
: (12)
: (12)
: (12)

1. Letak Geografis
- Lintang : (10)
- Bujur : (10)
- Tinggi : (10)

2. Kondisi Tanah
- Jenis tanah : KarangjPasirjTanah LiatjGambut *) (11)
- Bentuk Tanah : Segi EmpatjTrape~iumjTak Beraturan*) (11)
- Keadaan tanah : DatarjMiringjBerge10mbangjBukit (11)

Tanah diduga bekas Sawahj Ladangj RawajTanah
BangunanfHutan Lebat*) (11)

- Tanah untuk bangunan : Baikjkurang baikjtidak baik tetapi lereng
terlalu teIjaljcuram *) (11)

3. Letak Lokasi
- Jarak dengan jalan terdekat
- Jarak dengan sungai terdekat
- Jarak dengan perkampungan. terdekat
- Di sekitar tanah lokasi terdekat

4. Status Tanah :
- Tanah Neg¥aj Milik Per()ranganjtanah adat lainnya *) (13)
- Pemegang hak atas ta.:h.ah: ,...................................... (14)

5. Dokumentasi Patok Semen tara

ARAHUTARA

ARAHSELATAN

.Yang Bersepakat,

ARAHBARAT

ARAHTIMUR

KEPALADESAjLURAH (4) KEPALADESAjLURAH (4)
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.......................................... (15) .......................................... (15)

TIMPENETAPANDANPENEGASANBATASDESA/KELURAHAN
KABUPATEN~Mi\JAI3ENGKA

",':.", ,'>' '... .

.................................... (16)

PETUNJUKPENGISIAN
DATASURVEIPELACAKANBATASDESAjKELURAHANDI LAPANGAN

Di isi nama desa yang berbatasan;
Di isi nomor agenda surat di kantor Desa/Kelurahan yang
berbatasan;
Di isi nama lokasi yang di lacak;
Di isi nama desa tempat pelacakan;
Diisi nama kecamatan yang 'bersangkutan;
Cukup jelas;
Di isi nama petugas survei dand~batannya;
Di isi nama petal data yang digunakan;
Di isi Nomor PatokSementara;
Di isi data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi
pendekatan yang belum ak:t1Pit~Posisi yang definitif setelah dilakukan
pengukuran posisf sesuai spesifikasi teknis;
Cukup jelas, pilih jenis tanallyangsesuai;
Selmtkan berapa perkira8fl jarak lokasi rencana pemasangan pilar
dari jalan, sungai, atau perkamp1J.ngan yang terdekat;
Diisi dengan statUs kepemilikan tanah rencana penempatan pilar;
Sebutkan nama pe~e'ga.nghaf atas tanah tersebut;
Diisi nama kepala desa Ya.ngberbatasan;
Diisi perwakilan dari Tim PPB Desa/Kelurahan Kabupaten
Majalengka.
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Form. 7

BERITAACARAIKESEPAKATAN
'''''~.<'''' _~'.::':e,:'- .-::'..'Y':h"r":i:~',ut,:<.:.".,>..,. ,:"'>,:"".:..: -,:(':: :'_.-',.'-, .•.:.:.',-<-,- -;..,.,'

PENEGASAN,BATASDESAIKELURAHAN
DI KA13UPATENMAJAidiNGKA

N~fu()r ::.' (1)

Pada hari ini (2) tlmggal (3) bulan, (4) tahun (5)
bertempat di: Desa/Kelq.ra.han .: : ,.(6) Kecamatan (7),
Kabup~ten Majalengka Provinsi, Jmya Barat'rnenyatakan bahwa telah
dilakukanpenegasan batasdysaantar,a De~a/Kelurahan (8) di
Kecamatlm (9) dan Desa/Kelurahan (8) di
Kecarriatlm (9)

Deskripsi segmen batas antara Desa/Kelurahan (7) dan
Desa/Kelurahan (8)'adalahsebagai berikut:

Dimulai dari (10) mengaraJ:;1ke, (11) mengikuti (10)
sampai pada (lO),lalu dilanjutkan mengarah ke (11)
mengikuti (10) sampai pada (10) telah disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatlm penetapan/pemasangantanda batas wilayah
antara Desa/Kellirahan ; (6), dan Desa/Kelurahan
........................... (8), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilarsebagai
berikut:

1. . (15)
2. . (15)
3. dan seterusnya .

Daftar koordinat titik kartometrik batas Desa/Kelurahan dan pilar batas
Desa/Kelurahan hasil dari penegasan batas desatersebut adalah sebagai
berikut:

, .. Koordinat

Nama Titik (10)
Geo~Tafis . UTM

BuiurIliY' Lintang 12) X (meter) Y (meter)
00 " '" 00 " ,,," (13) (14).--c

-;-

.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

KEPALADESA/LURAH , (6) KEPALADESA/LURAH (8)
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.......................................... (16) .......................................... (17)

CamaL (7)

Mengetahui,

CamaL (9)

.......................................... (18) .......................................... (18)

TIMPENETAPANDANPEN~q-.A~.AN~ATAS.DESAjKELURAHAN
KABUPA.TEN'MAJALENGKA

.................................... (19)

PETUNJUKPENGISIAN
BERITAACARAKESEPAKATANPENEGASANBATASDESAjKELURAHAN

(1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan;
(2) Cukup jelas;
(3) Cukup je1as;
(4) Cukup je1as;
(5) Cukup jdas;
(6) Diisi nama DesajKelurahantempat pelacakan batas;
(7) Diisi nama Kecamatan tempat pe1acakan batas;
(8) Diisi nama desa yang berbatasan;
(9) Diisi nama kecamatan ya.:rig.berbatasan;
(10) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat

dilihat pada lampiran 7;
(11) Diisi koordinatg~9grafis bujur(derajat, menit, detik) dimana pada

detik angka dibelakang kom~.se1:>anyak2'desimal;
(12) Diisi koordinatgeQgrafis li:t;ltang'(derajat, menit, detik) dimana pada

detik angka dibelakang koma"sebanYak 2 desimal;
(13) Diisi koordinat UTMsumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma

sebanyak 2 desimal;
(14) Diisi koordinat UTMsumbuY (meter) dimana angka dibelakang koma

sebanyak 2 desimal;
(15) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah

pilamya; ,t:
(16) Diisi wakil DesajKelurahan 1 yang berbatasan dengan

DesajKelurahan 2;
(17) Diisi wakil DesajKelurahan 2 yang berbatasan dengan

DesajKelurahan 1;
(18) Diisi nama cainat atau yang mewakili dari masing-masing

DesajKe1urahan yang berbatasan;
(19) Diisi nama perwakilan Tim PPB DesajKelurahan Kabupaten

Majalengka.
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Form. 8

BERITA ACARA
PEMASANGANpmA.R'BA.T.A.~I5ESAlKELURAHAN

DI'KABUPATENMAJAI:,ENGKA
Nomor '~ (1)

P~el~ 112lriini (~) t~~~~ (~) lJlll~ (~) t~lln (~)
lJertemp~t eli: Des~IKelllr~al).; (6) Kec~~t~
.................. (7), K~lJllp~ten M~j~en~k~ Provinsi J~w~ BM~t, tel~ eli~el~~
kesep~~t~ penet~p~/pem:~s~~~,' t~el~ lJ~t~s wil~y~ ~tM~ Des~
.......................... (8), el~n Des~, 0' •••• , ••••••••••••••••••• (9), el~~ lJenmk lJ~ffis
lJll~t~, elen~~ nomor pil~ selJ~~lli lJerikllt :
1. . (9)

Den~~ koorelin~t penelek~~ :
- Lint~~ : (10)
- Bu.jllr : (10)
- Tin~~ : .' (10)

Demiki~ Beriffi Ac~~ ini elilJll~t llntllk eliper~n~~ semestiny~ el~ m~sin~-
m~sin~ pil1~ l1MllSmen~~tiny~.

TIM PENETAPANDANPENEGASAN:BATAS.DESA/KELURAHAN
DESA/KELURAHAN (8) DESA/KELURAHAN (8)

1. . (9) 1. .. 0••••••••••• (9)
~. . (9) ~. .. (9)

Menyetlljlli,

KEPALADESA/LURAH ,.. (8)

.......................................... (10)

KEPALADESA/LURAH (8)

.......................................... (10)

TIM PENETAPANDANPENEGASAN BATASDESA/KELURAHAN
KABUPATENMAJALENGKA

.................................... (11)



•

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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PETUNJUKPENGISIAN

BERITAACARAPENETi\PAN/ PEMASANGAN

PILARBATASWILAYAHDESA/KELURAHAN

Diisi Nomor Agenda Wilayah DESAyangberbatasan;

Cukup jelas;

Cukup jelas;

Cukup jelas;

Cukup jelas;
Diisi nama Desa/Kelurahan di mana pilar batas dipasang;
Diisi nama Kecamatan di mana pilar batas.dipasang;

Diisinama Desa/Kelurahanyang berbatasan;

Diisi nomor pilar batas yangdipasang;,
Diisi koordinat pendeka.tanyang belum akurat. Posisi yang definitive
setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis;

P.:i

Ditandatangani oleh pihak-pihak yangterkait pada jajaran masing-
masing DesajKelurahan, tokph masyarakat kedua Desa/Kelurahan;

Diisi nama dan tanda tangan.Kepala Desa/Lurah yang berbatasan;

Diisi nama dan tanda tangan perwakilan Tim PPB Desa/Kelurahan
Kabupaten Majalengka. ..
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Form. 9

FORMULIgpENGUKURAN GPS
PEMASANGANPiUARBATAS DESA

PENETAPANDANPENEPA~f\.N BATASDESAjKELURAHAN
DI KABUPATEN'MAJALENGKA

DISKRIPSI PEKERJAAN,
NamaPekeIjaan

Tabun Pelaksanaan
Pelaksana Pekerjaan

: Pengukuran Pilar Batas DesajKeluraban .... Dengan
DesajKeluraban ....

DISKRIPSI PILAR
Nama Pilar
Desa
Kecamatan

DISKRIPSI PENGAMATAN

Jenis Pilar
Kabupaten
Provinsi
Negara

.
a _ •••••••••••••

: MAJALENGKA
: JAWABARAT
: INDONESIA

Surveyor
Receiver
Waktu Mulai

..... WIB
HarijTanggal
GPS Frekuensi
Jumlab Satelit
Interval Perekaman
GDOP
Tinggi Alat
Referensi

.. . .

Serial Number
Selesai UTe +
..... WIB ... Jam

KOORDINATPENDEKATAN
Lintang : XXO xx' xx,xxx" S
Tinggi Ellipsoid : xxx Meter

FOTO PENGUKURAN PILAR
Tampak Utara

Tampak Selatan

Bujur : XXO xx' xx,xxx" E

Tampak Timur

Tampak Barat



Pelaksana,

40

Mengetahui,

Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Tim Penetapan dan Penegasan
Batas DesajKelurahan
Kabupaten Majalengka

( ) ( ) ( )

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENMAJALENGKA,

~ -_ ..••..

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003
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